
 

 

 

  

 
 

BUPATI SINJAI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI SINJAI 

NOMOR 14 TAHUN  2017 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SINJAI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kebutuhan tenaga 

bendahara berdasarkan kualifikasi dan pemenuhan 
kondisi pada saat ini dengan keterbatasan staff 

Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan perubahan 

dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 26 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sinjai; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sinjai; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74 Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1851); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 
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  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4438); 
 

   6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4234); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5679); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Serta Penyampaiannya; 
 

  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 

Nomor 1191); 
 

  24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  Nomor 

PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis 
Penatausahaan, Pembukuan dan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja 

Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara; 
 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036); 
 

  26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 
 

  27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 7); 
 

  28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 93); 
 

  29. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Manajemen Pengelolaan Kas Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 24); 
 

  30. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai 

Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2013 Nomor 45); 
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  31. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai 

Tahun 2015 Nomor 26), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2016 Nomor 6); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUABAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015 

TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SINJAI. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2015 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Peraturan Bupati Nomor 

26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2016 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 15 

 
(1) Bupati atas usul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran untuk  melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. 

 

(2) Staf yang dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai bendahara adalah: 
a. serendah-rendahnya menduduki golongan II/a dan setinggi-

tingginya golongan III/b; dan 

b. minimal pernah mengikuti bintek/pelatihan/sosialisasi tentang 

keuangan daerah. 
 

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta 

membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank 
atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. 

 

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara 
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD. 
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(5) Dalam hal bendahara berhalangan, maka: 

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, 
Bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada staf 

yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran/pembayaran dan 

tugas-tugas bendahara penerimaan/pengeluaran atas tanggung 
jawab Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran yang bersangkutan 

dengan diketahui Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) 
bulan, harus ditunjuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan 

diadakan berita acara serah terima; dan/atau 

c. apabila bendahara penerimaan/pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan 

belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang 
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti sebagai 

bendahara penerimaan/pengeluaran dan segera diusulkan 

penggantinya. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai. 

 

     Ditetapkan di Sinjai 

     pada tanggal 13 Februari 2017 
 

     BUPATI SINJAI, 

 
    ttd      

  

      SABIRIN YAHYA 
 

 

Di undangkan di Sinjai 
pada tanggal 13 Februari 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 
 

 

 

 
TAIYEB A. MAPPASERE 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN  2017 NOMOR 14 


